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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada
waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud
akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban setiap instansi
pemerintah, serta penggunaan anggaran yang telah diberikan. Penyusunan
laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini bertujuan
untuk memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian kinerja,
permasalahan yang dihadapi, dan langkah-langkah solusi yang telah diambil
dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Sebagai alat untuk menilai akuntabilitas kinerja, laporan ini juga
bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh BPBD Kabupaten Blitar. Laporan ini disusun dengan mengacu
pada Rencana Strategis 2021 — 2026, Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian
Kinerja Tahun 2024, serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dan perubahan-
perubahannya yang telah ditetapkan, guna memastikan pelaksanaan program
dan kegiatan yang terarah dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan laporan ini dapat menjadi
bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya
peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Laporan ini juga bertujuan
untuk memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip good and
clean governance, yang mencakup upaya untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang
lebih efektif dan terpercaya.

Blitar, [§ Februari 2025
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Blitar
Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja
BPBD yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari
sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BPBD
Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan
melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah
dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan kinerja BPBD yang dihasilkan pada tahun 2024 digambarkan
dalam realisasi sasaran strategis yang merupakan IKU Badan penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan
sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
a. Diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat

Daerah.

b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Target capaian indikator tahun 2024 adalah nilai skor 78 terealisasi

69,35. Persentase realisasi terhadap target mencapai 88,91%.

2. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan

Bencana

a. Diukur melalui 3 indikator yaitu Persentase Desa/Kelurahan yang

Mengadopsi dan Menerapkan desa/Kelurahan Tangguh Bencana,
Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan, serta Rata —
rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana.

b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja Program

Penanggulangan Bencana.

c. Target capaian tahun 2024 :

- Indikator Persentase Desa/Kelurahan yang Mengadopsi dan
Menerapkan desa/Kelurahan Tangguh Bencana terealisasi sebesar
16,9% sesuai target

- Indikator Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan

terealisasi 100% sesuai target, dan



- Indikator Rata - rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana
terealisasi 100% sesuai target.

Meskipun pencapaian sasaran baik, tapi dalam melaksanakan kegiatan masih

terdapat hambatan/kendala yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja

sasaran-sasaran tersebut. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan

yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu

menjadi perhatian bagi BPBD ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Mengikutsertakan dalam pelatihan rutin baik di bidang teknis maupun
manajerial, guna meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada dalam
menghadapi perubahan regulasi dan prosedur baru.

2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Melaksanakan sistem evaluasi yang jelas dan terjadwal untuk memberikan
umpan balik terhadap kinerja perangkat daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana di seluruh tingkat
pemerintahan, termasuk relawan di desa/kelurahan, untuk meningkatkan
keterampilan teknis dalam mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan
pascabencana.
Mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta memanfaatkan
potensi sumber daya lokal sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana.

4. Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan
Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan baik melalui kegiatan tatap
muka maupun melalui seluruh media sosial BPBD (website, Instagram,
Facebook, dan grup WhatsApp) untuk menyebarkan informasi cepat dan
akurat. BPBD juga perlu bekerjasama dengan BMKG dan instansi terkait
lainnya untuk memperoleh data cuaca yang lebih tepat dan memberikan
peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil
langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang
disebabkan oleh perubahan iklim.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar untuk

pembiayaan seluruh kegiatannya pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp

12.068.255.802.00 terealisasi Rp 11.709.080.010,00 atau 97,02%.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar merupakan
Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, dan terakhir disahkan
dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar serta Peraturan
Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Blitar. BPBD Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Badan
secara rangkap (ex-officio) yang dijabat oleh Sekretaris Daerah dan merupakan
Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD
Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana
mengemban tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten
Blitar;

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencana;

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan



9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Sementara Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
antara lain :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Bupati
Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar, Susunan Organisasi BPBD terdiri atas Sekretariat, Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang,
Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Unit pelaksana Teknis Badan serta Kelompok
Jabatan Fungsional. Pelaksana BPBD merupakan unsur pelaksana fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana. Pelaksana
BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang dijabat secara ex-officio oleh
Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Pelaksana BPBD terdiri atas Sekretariat
yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan
Fungsional, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional, Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
Badan. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Sub bagian
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris BPBD.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi sebagai

berikut.
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Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPBD Kab.Blitar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar memiliki ASN
sebanyak 20 Orang dan Non ASN sebanyak 23 Orang. ASN terbagi kedalam
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut

data ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar pada
tahun 2024.

Tabel 1. 1 Data ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar

No Jenis Jabatan Jumlah

Kepala Pelaksana 1 Orang

Administrator 4 Orang
Pengawas 1 Orang
Pelaksana 8 Orang

Jabatan Fungsional Ahli .... S Orang

Jabatan Fungsional Terampil ....
Non ASN

Total
Sumber : BPBD Kab Blitar, 2024

1 Orang
23 Orang
43 Orang
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B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil
saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh
Perangkat Daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan
permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap)
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan,
kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok,
masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah

dan akar masalah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Blitar.

Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar masalah

No. | Permasalahan

Pokok

Permasalahan

Akar Permasalahan

1 | Tingginya
Tingkat Risiko
Bencana di
Daerah

Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Blitar
masih masuk dalam
kategori tinggi

Peningkatan Potensi
dampak dan risiko bencana
akibat perubahan iklim

Indeks Ketangguhan
Daerah (IKD)
Kabupaten Blitar
masih di kategori
Sedang

Upaya-upaya
penanggulangan bencana
pada tiga tahapan bencana
belum memberikan
manfaat optimal bagi
peningkatan kapasitas
daerah

2 | Kurangnya
literasi
Masyarakat
dan aparatur
terkait
kebencanaan

Merupakan aspek
insidental/berdasarka
n kejadian, bencana
seringkali menjadi
aspek yang kurang
diperhatikan

Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk menjaga
kelestarian lingkungan

Pemahaman terkait
bencana di masyarakat
sebagian besar hanya pada
penanganan, belum
menyeluruh pada aspek
pencegahan maupun
pemulihan

3 | Tata kelola
penanggulangan
bencana yang
kurang
profesional dan
inklusif

Tata laksana (proses
bisnis)
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana pada lintas
faktor di semua
tahapan (pra, saat dan
pasca) belum
maksimal

Legalitas unit kerja
BPBD (Pusdalops) yang
memberikan layanan
informasi kebencanaan
kepada masyarakat dan
aparatur belum tersedia




Belum terisinya jabatan
fungsional dengan
kompetensi teknis yang
dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas
layanan kebencanaan
Sumber: BPBD Kab.Blitar, Perubahan Renstra 2021-2026

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah merumuskan
isu-isu strategis yaitu Peningkatan Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta
daya dukung lingkungan melalui perubahan perilaku masyarakat dan
ketersediaan sarana prasarana, dengan masih tingginya tingkat risiko bencana
di Kabupaten Blitar.

BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan
bencana memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kepada
masyarakat/warga Kabupaten Blitar. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pada Permendagri Nomor 101
Tahun 2018, SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan
Bencana, Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana. Dengan merujuk pada
isu strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
menitikberatkan pada kegiatan Informasi rawan bencana dan Kegiatan
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Isu peningkatan
kesiapsiagaan bencana masyarakat merupakan permasalahan strategis yang
harus diselesaikan dalam periode RPJMD Kabupaten Blitar.

Langkah-langkah kesiapsiagaan dibutuhkan untuk mengantisipasi
bencana dan dilaksanakan melalui serangkaian pengorganisasian serta kegiatan
yang tepat guna dan berdaya guna yang melibatkan sumber daya manusia dan
dukungan sarana prasarana.

Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada warga negara
agar diketahui ancaman bencana yang dapat terjadi dan dapat membahayakan
keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya
untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu
wilayah dan waktu tertentu.

Selain pada isu strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana tetap
dan selalu meningkatkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana
harus dilaksanakan sesegera mungkin dengan penetapan standar waktu

minimum darurat karena keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam



proses penanganan darurat bencana. Pada tahap pascabencana
penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana yang
efektif, BPBD Kabupaten Blitar menghadirkan serangkaian program dan
kegiatan yang disusun secara komprehensif untuk mengatasi berbagai
tantangan dalam penanggulangan bencana, baik pada fase pra-bencana,

tanggap darurat, maupun pascabencana.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran
2024 adalah:

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;
Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Rencana Strategis Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2024;

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024.

D. Sistematika Dokumen

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB

A.

B
C

I PENDAHULUAN

Penjelasan Umum Organisasi

. Aspek Strategis Organisasi

. Dasar Hukum

D. Sistematika

BAB

A.
B.
C.
D.
E.

BAB

A.
B.

II PERENCANAAN KINERJA
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Perjanjian Kinerja
Perencanaan Anggaran

IIT AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi



1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja;

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Pemecahan Masalah

C. Tindak Lanjut
LAMPIRAN



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Blitar
yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun,
Warobbun Ghofur”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-
2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang
harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas
dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
adalah Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui
Pengembangan  Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta
memperhatikan misi Kabupaten Blitar maka dirumuskan tujuan dan sasaran
dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. Tujuan dan
sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan
adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran
yang dituju. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar

menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan
Berkelanjutan
Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang

Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar dapat
dilihat pada Tabel 2.1 berikut.



Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

Indikator

Tujuan/ . . Definisi Operasional Sumber | Penanggung
No Kinerja .
Sasaran Indikator Data Jawab
Utama

1 | Tujuan: Indeks Instrumen untuk BPBD BPBD
Meningkatnya Kapasitas mengukur kapasitas
Kapasitas Daerah daerah dengan asumsi
Daerah Dalam bahwa ancaman bencana
Penanggulangan dan kerentanan di daerah
Bencana tersebut tetap.

2 | Sasaran: Nilai Evaluasi Ukuran kinerja yang BPBD Sekretariat
Meningkatnya Implementasi mencerminkan efektivitas
Akuntabilitas SAKIP dan efisiensi penerapan
Kinerja Perangkat akuntabilitas kinerja di
Perangkat Daerah setiap perangkat daerah
Daerah dalam lingkup

pemerintahan. Evaluasi ini
dilakukan untuk menilai
sejauh mana perangkat
daerah melaksanakan
prinsip prinsip SAKIP
dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengukuran,
pelaporan, dan evaluasi
kinerja sesuai dengan
tujuan yang telah
ditetapkan.

3 | Sasaran: Persentase ukuran proporsi dari total BPBD Bidang
Meningkatnya |Desa/Kelurahan | Desa/kelurahan yang Pencegahan
Kualitas yang Mengadopsi | telah secara resmi dan
Layanan dan Menerapkan | mengimplementasikan Kesiapsiagaan
Penanggulangan desa/Kelurahan | program tangguh bencana
Bencana Tangguh Bencang (Destana), sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan

oleh pemerintah atau

badan terkait. Program ini

mencakup kesiapsiagaan,

mitigasi, penanggulangan,

serta pemulihan bencana

dengan melibatkan

masyarakat setempat

dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi.
Persentase ukuran proporsi dari total BPBD Bidang
Jiwa jiwa yang terdampak oleh Kedaruratan
Terdampak bencana yang berhasil dan
Bencana yang diselamatkan dari situasi Logistik
terselamatkan | bahaya selama fase

tanggap darurat melalui

tindakan evakuasi,

penyelamatan, pertolongan

medis, atau perlindungan

yang diberikan selama

bencana.
Rata-rata Penyelesaian /Penanganan BPBD Bidang
Kenaikan kegiatan nonfisik Rehabilitasi
indeks pendukung pemulihan dan
pemulihan pascabencana. Rekonstruksi
Pasca
bencana

Sumber: BPBD Kab.Blitar
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D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun

2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada

setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran

beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1 | Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi
Implementasi SAKIP
Perangkat Daerah

78

2 | Meningkatnya Kualitas
Layanan Penanggulangan
Bencana

Persentase Desa/
Kelurahan yang
mengadopsi dan
menerapkan Desa/
Kelurahan Tangguh
Bencana

16,9%

Persentase jiwa
terdampak
bencana yang
terselamatkan

100%

Rata — rata kenaikan
indeks pemulihan
pascabencana

100%

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp.

11,773,632,310.00. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi

pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan

perubahan. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.

12.068.255.802.00 dengan rincian sebagaimana tabel 2.3.
Tabel 2. 3 Rincian Anggaran pada Tahun 2024

No | Program/ Kegiatan/ Sub Anggaran Anggaran
Kegiatan Perubahan
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN

Rp 2.583.294.808,00

Rp 2.477.918.300,00

Sub Kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi keuangan
SKPD

Rp

17.820.000,00

Rp 19.800.000,00
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No

Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Anggaran

Anggaran
Perubahan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan
Kantor

Rp

4.650.345,00

Rp 4.650.345,00

Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Rp

208.773.415,00

Rp 186.156.807,00

Sub Kegiatan Penyediaan
Bahan Logistik Kantor

Rp

17.022.311,00

Rp 13.286.700,00

Sub Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

Rp

24.811.348,00

Rp 25.040.198,00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Rp

242.210.000,00

Rp 562.799.000,00

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus

an Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor

Rp

0,00

Rp 90.479.430,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Rp

26.632.000,00

Rp 26.630.000,00

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
kantor

Rp

14.600.000,00

Rp 14.600.000,00

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Rp

681.971.448,00

Rp 727.450.300,00

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Rp

291.855.859,30

Rp 291.855.859,30

Sub Kegiatan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp

6.100.000,00

Rp 6.100.000,00

Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Rp

500.000.000,00

Rp 0,00
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No

Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Anggaran

Anggaran
Perubahan

Kabupaten/Kota (Per Jenis
Ancaman Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan

dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Penguatan
Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Rp 1.078.315.610,00

Rp 3.524.138.548,80

Sub Kegiatan Penyediaan Rp 6.212.670,00 Rp 6.758.790,00
Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
Rp 28.004.860,00 Rp 24.722.246,00

Sub Kegiatan Pelatihan
Pencegahan dan Mitigasi
Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Respon Cepat Darurat Bencana
Kabupaten/Kota

Rp 15.060.000,00

Rp 15.060.000,00

Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Rp 9.000.000,00

Rp 9.000.000,00

Penyediaan Logistik
penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Rp 98.313.933,00

Rp 49.442.117,90

Sub Kegiatan Aktivasi Sistem
Komando Penanganan Darurat
Bencana

Rp 11.167.500,00

Rp 10.880.000,00

Kegiatan penataan Sistem Dasar

Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan Koordinasi
Penanganan Pascabencana
Kabupaten/Kota

Rp 6.101.622.062,00

Rp 3.981.485160,00

Total Anggaran

Rp 11.773.632.310,00

Rp 12.068.255.802,00

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja
merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran
indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya
peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi outcome yang
akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang
akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara
rencana kinerja (performance plan) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan
realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini
perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis
penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan

apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan
predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kategori

1. 91% < 100% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi

3. 66% < 75% Sedang

4. 51% < 65% Rendah

S. < 50% Sangat Rendah
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Hasil pengukuran kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Rata-rata Predikat
No. Sasaran . e . e .
Capaian Kinerja Kinerja
1. | Meningkatnya Akuntabilitas 88,91% Tinggi
Kinerja Perangkat Daerah
2. | Meningkatnya Kualitas 100% Sangat Tinggi
Layanan Penanggulangan
Bencana

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan

analisis

untuk mengetahui

program/kegiatan. Selain

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

itu analisis capaian kinerja digunakan untuk

mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan

dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025.

Berikut analisis capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2024:

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dari seluruh sasaran perlu ditetapkan

indikator

dalam pelaksanaannya,

Badan Penanggulangan Bencana

kabupaten Blitar telah menetapkan indikator-indikator kinerja dengan

definisi operasional sebagaimana didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Indikator Kinerja

prinsip
SAKIP dalam
perencanaan,

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi
Perhitungan
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Ukuran kinerja yang Komponen
Akuntabilitas Implementasi SAKIP mencerminkan tingkat Penilaian
Kinerja Perangkat | Perangkat Daerah efektivitas dan efisiensi meliputi
Daerah penerapan sistem Perencanaan
akuntabilitas kinerja di Kinerja;
setiap perangkat Pengukuran
daerah dalam lingkup Kinerja;
pemerintahan. Evaluasi Pelaporan
ini Kinerja
dilakukan untuk menilai | dan Evaluasi
sejauh Akuntabilitas
mana perangkat daerah Kinerja
melaksanakan prinsip- Internal.

15




pelaksanaan,
pengukuran, pelaporan,
dan evaluasi kinerja
sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.

2. Meningkatnya
Kualitas Layanan
Penanggulangan
Bencana

Persentase
Desa/Kelurahan yang
mengadopsi dan
menerapkan
Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana

ukuran proporsi dari total
Desa/kelurahan yang telal
secara resmi
mengimplementasikan
program tangguh bencana
(Destana), sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan
oleh pemerintah atau
badan terkait. Program ini
mencakup
kesiapsiagaan,mitigasi,
penanggulangan, serta
pemulihan bencana dengaj
melibatkan masyarakat
setempat

dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi

(Jumlah
Destana yang
terbentuk) /
(Jumlah seluruh
desa di kawasan
Rawan bencana)
X

(100%)

pemulihan Pasca
bencana

3. Persentase Jiwa ukuran proporsi dari (Jumlah jiwa
Terdampak total jiwa Yang
Bencana yang yang terdampak oleh terselamatkan) /
terselamatkan bencana (Jumlah jiwa
yang berhasil terdampak
diselamatkan dari situasi |bencana) x
bahaya selama fase (100%)
tanggap darurat melalui
tindakan evakuasi,
penyelamatan,
pertolongan
medis, atau
perlindungan yang
diberikan selama
bencana.
4. Rata-rata Penyelesaian/ (jumlah kegiatan|
Kenaikan indeks Penanganan nonfisik

kegiatan nonfisik
pendukung pemulihan
pascabencana.

pendukung
pemulihan
pascabencana
yang terlaksana
jumlah kegiatan
nonfisik
pendukung
pemulihan
pascabencana
yang
direncanakan) x
100%

Sumber: BPBD Kab.Blitar

2. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk mengetahui apakah sasaran strategis yang telah ditetapkan

dapat dicapai dengan baik dapat dilakukan dengan melihat Perbandingan

antara target dengan realisasi kinerja BPBD Kabupaten Blitar tahun 2024.

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja.
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b. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 88,91%. Berikut tabel
perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024:

Tabel 3. 4 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Indikator S o
No. Strategis Kinerja Target | Realisasi Yo
1 | Meningkatnya Nilai Evaluasi 78 69,35 88,91
Akuntabilitas Implementasi
Kinerja SAKIP Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Capaian Kinerja 88,91

Sumber: BPBD Kab.Blitar,2024

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan indikator Nilai Evaluasi
Implementasi SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran kinerja yang
mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan sistem

akuntabilitas kinerja di setiap perangkat daerah dalam lingkup
pemerintahan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana
perangkat daerah melaksanakan prinsip prinsip SAKIP dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel 3.2 diatas,
indikator tersebut dapat direalisasi sebesar 88,91% yaitu dari target 78
dapat tercapai nilai 69,35 dengan rincian:

Tabel 3. 5 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No. Komponen Bobot Nilai
1. | Perencanaan Kinerja 30 21,60
2. | Pengukuran Kinerja 30 19,80
3. | Pelaporan Kinerja 15 8,70

4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 19,25
Nilai Hasil Evaluasi 100 69,35
Predikat B

Sumber: LHE Inspektorat Kab.Blitar, 2024
c. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana
Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan

Bencana dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Berikut
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tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas

kinerja perangkat daerah.

Tabel 3. 6 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Meningkatnya
Kualitas Layanan
Penanggulangan
Bencana

1.

Persentase
Pemerintah
Desa/Kelurahan
yang mengadopsi
dan menerapkan
Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana

16,9%

16,9%

100%

2. Persentase jiwa

Terdampak
bencana yang
terselamatkan

100%

100%

100%

3. Rata — rata

kenaikan indeks
pemulihan
Pascabencana

100%

100%

100%

Capaian Kinerja

100%

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

Bencana diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah

sebanyak 3 (tiga) indikator.

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan

indikator

1) Indikator Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi

dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah total
Desa/kelurahan yang telah secara resmi mengimplementasikan
program tangguh bencana (Destana), sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah atau badan terkait. Program ini mencakup
kesiapsiagaan, mitigasi, penanggulangan, serta pemulihan bencana
dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Berdasarkan tabel 3.4 diatas, indikator
pertama Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan
menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat direalisasi
sebesar 16,9% sesuai target. Indikator ini dilaksanakan melalui 2
kegiatan yaitu:
a) Pelayanan informasi bencana
Kegiatan ini awalnya direncanakan untuk penyediaan rambu
kebencanaan, namun dialihkan ke kegiatan lain karena telah
mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi berupa 70 unit

rambu kebencanaan yang dipasang di beberapa wilayah rawan
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bencana. Dengan adanya dukungan tersebut, kebutuhan akan
rambu kebencanaan dari anggaran Kabupaten/Kota menjadi tidak
mendesak. Oleh karena itu dialihkan untuk kegiatan lain yang juga
penting dalam penanganan bencana. Meskipun demikian, kegiatan
penyebaran informasi kebencanaan tetap dilaksanakan sesuai
dengan rencana, untuk memastikan masyarakat tetap
mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menghadapi
potensi bencana yaitu melalui kegiatan penyebaran informasi
kebencanaan secara rutin melalui media sosial, seperti website,
Instagram, facebook dan grup WhatsApp (WA) kebencanaan yang
dikelola BPBD. Selain itu BPBD juga memenuhi permintaan
narasumber dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat,
lembaga pendidikan, serta media radio dan televisi. Kegiatan ini
memastikan informasi kebencanaan dapat dijangkau dan
tersampaikan pada seluruh lapisan masyarakat, baik yang
terhubung dengan internet maupun yang mengandalkan saluran

komunikasi tradisional.

Gambar 3. 1 Sosialisasi kebencanaan melalui pemenuhan permintaan narasumber
kebencanaan dari Kantor Pemerintahan, Satuan pendidikan, Perkantoran Swasta
dan Media Radio

b) Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelaksanaan kegiatan ini adalah:
» Pembentukan 2 Destana (Ds. Sukosewu Ke. Gandusari dan
Ds. Karangrejo Kec. Garum) dari anggaran APBD dan 3
Destana (Ds. Kalitengah  Kec. Panggungrejo, Ds.
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Tumpakkepuh Kec. Bakung serta Ds. Kebonsari Kec.

Kademangan) dukungan dari pemerintah provinsi,

Gambar 3. 2 Pembentukan DESTANA KARANGREJO, SUKOSEWU,
KALITENGAH, TUMPAKKEPUH dan KEBONSARI

» Pembentukan SPAB (SMPN 1 Gandusari),
» Pembentukan FPRB Kabupaten Blitar,

Gambar 3. 3 Pembentukan FPRB dan SPAB 1 Gandusari Desa Semen Kecamatan
Gandusari

/

» Penyusunan IKD Kabupaten Blitar Tahun 2024, serta
» Kegiatan mitigasi struktural yaitu :

e Talud Penahan Jalan:
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Desa Kalimanis Kecamatan Doko,

* Talud Penahan Longsor:
Dsn.Gebang Ds.Wonotirto Kec.Wonotirto, Dsn.Krajan
Ds.Wonotirto Kec.Wonotirto, Ds.Bendosari
Kec.Kademangan, Ds.Pakisaji Kec.Kademangan,
Ds.Kebonsari Kec.Kademangan, Ds.Tepas Kec.Kesamben,
Dsn.Sumberkalong Ds.Tepas Kec.Kesamben, dan
Ds.Resapombo Kec.Doko.

* Talud Penahan Tanah:
Tanah  Lingkungan Tawangsari Kel. Tawangsari
Kec.Garum, Ds.Semen Rt.01 Rw.01 Kec.Gandusari,
Ds.Mojorejo  Kec.Wates, Ds.Krisik  Rt.03 Rw.04
Kec.Gandusari, Ds.Serang Kec.Panggungrejo,
Dsn.Tegalrejo Ds.Ampelgading Kec.Selorejo, Ds.Krisik
Rt.02 Rw.04 Kec.gandusari, Ds.Sumberagung Rt.01 Rw.04
Kec.Selorejo serta Ds.Tepas Rt.02 Rw.04 Kec.Kesamben.

A , T ) : Ey

Pt

.*.‘ " -‘. AR 3
=w H

Gambar 3. 4 Mitigasi Struktural pembangunan Talud
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» Penyediaan alat SAR yaitu Vertical Rescue, serta
» Peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam

Membangun keluarga Tangguh Bencana Kabupaten Blitar.

| [ S— | e ]

Gambar 3.5 Kegiatan peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam
Membangun Keluarga Tangguh bencana di Kabupaten Blitar,
diikuti peserta yang terdiri dari anggota tim penggerak PKK

kecamatan se-Kabupaten Blitar, Relawan FPRB
Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar dan Staf BPBD Kabupaten
Blitar.

Gambar 3. 5 Kegiatan peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam
Membangun Keluarga Tangguh bencana di Kabupaten Blitar, diikuti peserta
yang terdiri dari anggota tim penggerak PKK kecamatan se-Kabupaten Blitar,
Relawan FPRB Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar dan Staf BPBD
Kabupaten Blitar

2) Indikator Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan
adalah ukuran dari total jiwa yang terdampak oleh bencana yang
berhasil diselamatkan dari situasi bahaya selama fase tanggap darurat
melalui tindakan evakuasi, penyelamatan, pertolongan medis, atau
perlindungan yang diberikan selama bencana. Indikator Persentase
Jiwa Terdampak Bencana dapat direalisasi sebesar 100% sesuai target.
Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Bencana atas 174 kejadian bencana antara lain
angin kencang, tanah longsor, banjir bandang dan bencana lainnya
(laka air) yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Blitar yang
menimbulkan sekitar 440 korban jiwa, telah dilaksanakan distribusi
logistik berupa sembako serta bahan bangunan dan konstruksi
stimulan darurat bencana dengan pendirian Pos Komando Penanganan
Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Penanganan Darurat Bencana
Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Blitar dan
dikeluarkannya Keputusan Bupati Blitar yaitu: Keputusan Bupati
Blitar Nomor B/180.05/7/409.1.2/2024/KPTS/2024  tentang
Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak di
Kabupaten Blitar. Keputusan Bupati Blitar Nomor

B/180.05/8/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan
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Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar.
Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/152/409.1.2/KPTS/2024
tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan
kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Blitar. Serta Keputusan
Bupati Blitar Nomor B/180.05/302/409.1.2/KPTS/2024 tentang
Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di
Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2024, Kabupaten Blitar menghadapi kondisi
kekeringan yang mengakibatkan krisis air bersih di beberapa wilayah.
Beberapa wilayah yang terdampak kekeringan antara lain Kecamatan
Wates, Binangun, Panggungrejo, Wonotirto, Sutojayan, Kademangan
dan Bakung. Kekurangan air bersih ini menyebabkan kesulitan bagi
lebih dari 19.420 Kepala Keluarga (KK), yang terpaksa mengandalkan
bantuan air dari pemerintah dan organisasi terkait. Tercatat sampai
dengan akhir tahun 2024, kurang lebih sejumlah 2.178.000 liter air

bersih telah terdistribusi kepada warga yang terdampak kekeringan

dengan didukung oleh BAZNAS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat

Gambar 3. 6 Penanganan darurat bencana yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten
Blitar
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Gambar 3.9 Penyaluran air bersih oleh Pj Gubernur Jawa timur didampingi
oleh Pj. Bupati Blitar, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi serta
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar kepada warga

terdampak kekeringan
Gambar 3. 9 Penyaluran air bersih oleh Pj Gubernur Jawa timur didampingi oleh Pj.

Bupati Blitar, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi serta Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Blitar kepada warga terdampak kekeringan
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3) Indikator Rata — rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana adalah
Penyelesaian/Penanganan kegiatan nonfisik pendukung pemulihan
pascabencana. Berdasarkan tabel 3.4 diatas indikator Persentase jiwa
Terdampak bencana tercapai 100% sesuai target. Indikator ini
dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan koordinasi penanganan
pascabencana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Dawuhan di Kecamatan Kademangan dukungan dari Pemerintah Pusat

melalui Hibah RR dari BNPB.

%

Gambar 3. 10 Peresmian Jembatan Dawuhan Kecamatan Kademangan oleh Ibu
Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah didampingi Bapak Kepala Pelaksana BPBD
Kab.Blitar

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun
Sebelumnya
a. sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Penurunan kinerja ini lebih banyak
disebabkan oleh kompleksitas prosedur dalam implementasi sakip dan
keterbatasan kapasitas sumber daya yang ada. Berikut perbandingan
capaian kinerja dari tahun 2022 dan 2023:

Tabel 3. 7 Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah
No. Sasaran Indikator Realisasi
Strategis Kinerja Tahun Tahun Tahun
2022 2023 2024
1 Meningkatnya | Nilai Evaluasi 77,68 75,72 69,35

akuntabilitas Implementasi
kinerja SAKIP
perangkat Perangkat
daerah Daerah

Sumber: BPBD Kab.Blitar,2024

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Penanggulangan bencana
Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya Kualitas

Layanan Penanggulangan Bencana mengalami kenaikan dibandingkan
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tahun 2022 dan 2023. Kenaikan kinerja ini karena banyak mendapatkan
dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Berikut
perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dan 2023:

Tabel 3. 8 Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan

Penanggulangan Bencana

No. Sasaran Indikator Kinerja Realisasi
Strategis Tahun | Tahun | Tahun
2022 2023 2024
1 | Meningkatnya 1. Persentase 13% 15% 16,9%
Kualitas Pemerintah
Layanan Desa/Kelurahan
Penanggulangan | yang mengadopsi
Bencana dan menerapkan
Desa/Kelurahan
Tangguh
Bencana
2. Persentase jiwa 100% 100% 100%
Terdampak
bencana yang
terselamatkan
3. Rata — rata 50% S50% 100%
kenaikan indeks
pemulihan
Pascabencana
Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis
Sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh
mana tujuan strategis telah tercapai, berikut disajikan perbandingan antara
capaian kinerja tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan dalam target
Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah.
a. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Tabel 3. 9Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah terhadap target jangka menengah Renstra

No. Sasaran Indikator Target Realisasi | Persentase
Strategis Kinerja Jangka Tahun capaian
Menengah 2024
Renstra
1 Meningkatnya | Nilai 82 69,35 84,57
akuntabilitas | Evaluasi
kinerja Implementasi
perangkat SAKIP
daerah Perangkat
Daerah

Sumber: BPBD Kab.Blitar,2024

26



b. Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Penanggulangan bencana
Tabel 3. 10 Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Meningkatnya
Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana terhadap target jangka

menengah Renstra

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi | Persentase

Strategis Jangka Tahun capaian

Menengah 2024
Renstra

1 | Meningkatnya |1. Persentase 10% 16,9% 16,9%
Kualitas Pemerintah
Layanan Desa/Kelurahan
Penanggulangan yang

Bencana mengadopsi dan
menerapkan
Desa/Kelurahan
Tangguh
Bencana

2. Persentase jiwa 100% 100% 100%
Terdampak
bencana yang
terselamatka

3. Rata - rata 100% 100% 100%
kenaikan indeks
pemulihan
Pascabencana

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Provinsi Jawa Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah salah satu pengampu
Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah yaitu Indeks Risiko Bencana
(IRB). Indeks Risiko Bencana menyajikan informasi tingkat risiko bencana di
suatu wilayah yang menilai tingkat kebencanaan berdasarkan komponen
bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.
Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring
adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau
kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan
kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk
penurunan Indeks Risiko Bencana. Penilaian secara berkala terhadap IRB
ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian
program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Nilai IRB dapat
menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan
prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna
menurunkan Indeks Risiko Bencana sebagai upaya meningkatkan

ketangguhan masyarakat.
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Tabel 3. 11 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 di

tingkat provinsi
Nilai IRB Kategori
Provinsi Jawa Timur 95,75 Sedang
Kabupaten Blitar 117,60 Sedang

Sumber: BNPB, 2024

IRB Kabupaten Blitar pada tahun 2024 mencapai nilai 117,60 atau
masuk kategori Sedang. Walaupun masih diatas nilai Provinsi Jawa Timur
namun setiap tahun nilai IRB Kabupaten Blitar selalu menguat, hal ini
menunjukkan komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam
meningkatkan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana, baik dari
segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam menyiapkan Kabupaten
Blitar yang tangguh bencana, diantaranya melalui kegiatan peningkatan
kapasitas seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah rawan
bencana, pembentukan Destana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana,
pemasangan rambu informasi/peringatan rawan bencana, maupun
sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat dalam penanggulangan
bencana.

Tabel 3. 12 Perkembangan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar

No. Tahun Nilai IRB Klasifikasi
1 2022 134,86 Sedang
2 2023 125,76 Sedang
3 2024 117,60 Sedang
Sumber: BNPB, 2024
Keterangan :
Nilai IRB Klasifikasi
<13 Rendah
13 - 144 Sedang
> 144 Tinggi

Komitmen dan wupaya Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut
dibuktikan dengan naiknya nilai IKD (Indeks Kapasitas Daerah) yang
merupakan Indikator Tujuan dari Badan penanggulangan Bencana daerah.
Nilai IKD tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks
Risiko Bencana (IRB). Semakin tinggi skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
maka dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Berikut disajikan

perbandingan capaian kinerja dengan Provinsi jawa timur:
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Tabel 3. 13 Perbandingan Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) di tingkat

Provinsi
Nilai IKD Kategori
Provinsi Jawa Timur 0,68 Sedang
Kabupaten Blitar 0,65 Sedang

Sumber: BPBD Prov Jatim, BPBD Kab.Blitar, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai IKD Kabupaten Blitar
berada sedikit dibawah nilai IKD Provinsi Jawa Timur. Beberapa yang perlu
diperhatikan oleh Kabupaten Blitar berdasarkan hasil IKD tahun 2024
adalah peningkatan pada prioritas Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi
Bencana, prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat
Bencana, serta prioritas Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Meskipun masih dibawah nilai dari Provinsi Jawa Timur namun trend nilai
IKD Kabupaten Blitar semakin meningkat dari tahun ke tahun,
menunjukkan selalu mengalami kenaikan pada prioritas-prioritas yang
mendukung nilai IKD Kabupaten Blitar. Berikut nilai IKD Kabupaten Blitar
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 14 Perkembangan Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten

Blitar
Tahun Nilai IKD Kategori
2022 0,58 Sedang
2023 0,60 Sedang
2024 0,65 Sedang

Keterangan: Nilai: (0,0-0,40 = rendah) (0,41-0,80 = sedang) (0,81-1= tinggi)

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai target kinerja diatas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Blitar menemui beberapa kendala dan hambatan yang
belum dapat diatasi secara maksimal sehingga menyebabkan realisasi
kinerja terealisasi belum optimal. Kendala dan hambatan tersebut antara
lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Masih kurangnya tenaga yang terampil dan berkompeten, sehingga

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.
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2. Kurangnya Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif
Sistem pengawasan dan evaluasi yang belum terintegrasi atau berjalan
efektif dapat menghambat proses pemantauan capaian kinerja dan
pelaksanaan program. Sulit mendeteksi masalah sejak dini,
keterlambatan dalam pengambilan keputusan korektif, dan kurangnya
akuntabilitas.

3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia terlatih dalam
penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Blitar
Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia terlatih dalam
penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar menjadi salah satu
tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan
bencana. Banyak petugas di tingkat desa/kelurahan yang belum
memiliki pelatihan yang memadai dalam penanggulangan bencana,
sehingga kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di lapangan
masih terbatas. Selain itu, jumlah petugas yang terlatih juga masih
kurang, terutama di daerah-daerah terpencil yang rawan bencana.
Keterbatasan pelatihan dan pengembangan kapasitas ini menghambat
pelaksanaan program mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan
pascabencana yang lebih efektif dan efisien.

4. Perubahan iklim yang tidak terduga
Perubahan iklim yang tidak terduga telah mengakibatkan dampak
signifikan di Kabupaten Blitar, di antaranya fenomena cuaca ekstrem
dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah. Peningkatan suhu global
dan pola hujan yang tidak menentu menyebabkan intensitas hujan yang
lebih tinggi, memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, dan angin
kencang. Wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti daerah
perbukitan dan lereng gunung sangat terpengaruh oleh perubahan iklim
ini, yang memperburuk risiko kerusakan infrastruktur dan mengancam
keselamatan warga. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi
serta upaya mitigasi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak

bencana yang semakin sering dan intens.
Untuk mengatasi kendala dan hambatan diatas Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam

meningkatkan kinerja yang diharapkan yaitu:
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1) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan
Dengan mengikutsertakan sumber daya yang ada dalam pelatihan secara
rutin agar dapat menguasai prosedur baru dan memahami regulasi yang
berubah. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga
keterampilan manajerial dan pengelolaan beban kerja. Dengan
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada, perangkat
daerah dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya
pemahaman atau keterampilan, yang dapat meningkatkan kinerja dan
efisiensi.

2) Penerapan Sistem Evaluasi dan Umpan Balik yang Berkelanjutan
Melaksanakan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dan
berkelanjutan dengan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Proses
evaluasi yang bersifat objektif dan berbasis data oleh semua pihak
terkait. Dengan adanya evaluasi yang tepat waktu dapat memberikan
gambaran jelas tentang capaian dan masalah yang perlu diperbaiki,
memungkinkan perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah
korektif untuk menjadi lebih baik.

3) Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan
BPBD Kabupaten Blitar telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi
untuk melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di
tingkat desa/kelurahan. Fokus utama adalah meningkatkan
pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana
melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

4) Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat
BPBD Kabupaten Blitar melaksanakan program penyuluhan kepada
masyarakat mengenai pentingnya mitigasi risiko bencana melalui tatap
muka maupun melalui media sosial yang ada di BPBD.

5) Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi
BPBD Kabupaten Blitar terus memperkuat sinergi antara berbagai pihak
terkait, seperti pemerintah pusat, provinsi, pemerintah desa, TNI, Polri,
serta lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka meningkatkan

efektivitas tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu

adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan

kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

31



Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis

capaian kinerja.

1) Peningkatan Sumber Daya Manusia
Mengikutsertakan dalam pelatihan rutin baik di bidang teknis maupun
manajerial, guna meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada dalam
menghadapi perubahan regulasi dan prosedur baru.

2) Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Melaksanakan sistem evaluasi yang jelas dan terjadwal untuk
memberikan umpan balik terhadap kinerja perangkat daerah.

3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana di seluruh tingkat
pemerintahan, termasuk relawan di desa/kelurahan, untuk
meningkatkan keterampilan teknis dalam mitigasi, tanggap darurat, dan
pemulihan pascabencana.
Mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta
memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagai bagian dari
kesiapsiagaan bencana.

4) Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan
Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan baik melalui kegiatan
tatap muka maupun melalui seluruh media sosial BPBD (website,
Instagram, Facebook, dan grup WhatsApp) untuk menyebarkan
informasi cepat dan akurat. BPBD juga perlu bekerjasama dengan BMKG
dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data cuaca yang lebih
tepat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga
mereka dapat mengambil langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan

menghadapi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan
antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan capaian anggaran
yang terealisasi pada tahun yang sama. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Blitar 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan
22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
12.068.255.802,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.709.080.010,00
(97,02%), dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur

dan dideskripsikan pada tabel di bawah ini :
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Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian | Anggaran 2024 Realisasi Capaian |Efisiensi
Strategis Kinerja 2024 2024 Anggaran 2024
Meningkatnya Nilai Evaluasi 78 69,35 88,91 4.446.768.939,30 | 4.179.759.937,00 94,00 (5,09)
Akuntabilitas Implementasi
kinerja SAKIP
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Meningkatnya Persentase 16,9% 16,9% 100% 3.555.619.584,80 | 3.492.811.000,00 98,23 1,77
Kualitas layanan | Pemerintah
Penanggulangan | Desa/Kelurahan
bencana yang
mengadopsi dan
menerapkan
Desa/
Kelurahan
Tangguh
Bencana
Persentase jiwa | 100% | 100% 100% 84.382.117,90 71.288.383,00 84,48 15,52
Terdampak
bencana yang
terselamatkan
Rata - rata 100% | 100% 100% | 3.981.485.160,00 | 3.965.220.690,00 99,59 0,41
kenaikan
indeks
pemulihan
Pascabencana
Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024
8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Program/ kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap keberhasilan
maupun kegagalan pencapaian Target kinerja disajikan pada tabel dibawah
ini:
a. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi kinerja didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk
anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang
digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas
kinerja perangkat daerah adalah sebesar Rp. 4.446.768.939,30 dengan
realisasi sebesar Rp. 4.179.759.937,00 Berikut rincian realisasi anggaran
dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja
perangkat daerah.
Tabel 3. 16 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran
No. Sasaran Capaian| Program/Kegiatan/ Anggaran
Kinerja Sub Kegiatan Alokasi Realisasi %
1 | Meningkatnya | 88,91% | Program Penunjang
Akuntabilitas Urusan
Kinerja Pemerintah Daerah
Perangkat Kabupaten/Kota
Daerah
Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat daerah
Sub Kegiatan 2.477.918.300,00 | 2.288.653.251,00 | 92,36
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan 19.800.000,00 19.800.000,00 | 100,00
Penataan dan
Pengujian/Verifikasi
keuangan SKPD
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No.

Sasaran

Capaian
Kinerja

Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan

Anggaran

Alokasi

Realisasi %

Kegiatan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan
Bangunan

Kantor

4.650.345,00

4.490.000,00 | 96,55

Sub kegiatan
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

186.156.807,00

183.768.988,00 | 98,72

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

13.286.700,00

12.476.500,00 | 93,90

Sub kegiatan
Penyediaan

Barang Cetakan dan
Penggadaan

25.040.198,00

11.286.200,00 | 45,07

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

562.799.000,00

544.432.903,00 | 96,74

Kegiatan Pengadaan
Barang

Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah
Daerah

Sub Kegiatan
Pengadaan

Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

90.479.430,00

89.000.000,00 | 98,36

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

26.632.000,00

22.577.395,00 | 84,78

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

14.600.000,00

14.552.600,00 | 99,68

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

727.450.300,00

719.896.600,00 | 98,96

Kegiatan
Pemeliharaan
Barang

Milik Daerah
Penunjang

urusan Pemerintah
Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan

Perizinan
Kendaraan Dinas

291.855.859,30

262.750.500,00 | 90,03
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No. Sasaran Capaian| Program/Kegiatan/ Anggaran

Kinerja Sub Kegiatan Alokasi Realisasi

%

Operasional atau
Lapangan

Sub Kegiatan 6.100.000,00 6.075.000,00
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

99,59

Realisasi Anggaran 4.446.768.939,30 | 4.179.759.937,00

94,00

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan
kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya
dalam mencapai sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat
daerah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 88,91% sedangkan

realisasi anggaran diperoleh sebesar 94,00%.

. Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Penanggulangan bencana
Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan
untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan
Penanggulangan Bencana adalah sebesar Rp. 7.621.486.862,70 dengan
realisasi sebesar Rp. 7.529.320.073,00. Berikut rincian realisasi anggaran
dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan
Penanggulangan Bencana.
Tabel 3. 17 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran

Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana

No. Sasaran Capaian| Program/Kegiatan/ Anggaran
Kinerja Sub Kegiatan Alokasi Realisasi %
1 | Meningkatnya 100% | Program
Kualitas Layanan Penanggulangan
Penanggulangan Bencana
Bencana

Kegiatan Pelayanan
Informasi Rawan
Bencana
Kabupaten /Kota

Sosialisasi, 0 0
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi

(KIE) Rawan
Bencana
Kabupaten/
Kota

(Per Jenis
Bencana)

Kegiatan Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
terhadap

Bencana

Sub Kegiatan 3.524.138.548,80 | 3.462.711.000,00
Penguatan
Kapasitas Kawasan
untuk

Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

98,26
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No.

Sasaran

Capaian
Kinerja

Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan

Anggaran

Alokasi

Realisasi

%

Sub Kegiatan
Penyediaan
Peralatan
Perlindungan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana
Kabupaten/Kota

6.758.790,00

6.630.000,00

98,09

Sub Kegiatan
Pelatihan
Pencegahan dan
Mitigasi
Bencana
Kabupaten/Kota

24.722.246,00

23.470.000,00

94,93

Kegiatan Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi

Korban Bencana

Sub Kegiatan
Respon Cepat
Darurat Bencana
Kabupaten/Kota

15.060.000,00

11.685.000,00

77,59

Sub Kegiatan
Pencarian,
Pertolongan dan
Evakuasi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota

9.000.000,00

7.360.000,00

81,78

Sub Kegiatan
Penyediaan
Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
Kabupaten /Kota

49.442.117,90

41.363.383,00

83,66

Sub Kegiatan
Aktivasi Sistem
Komando
Penanganan
Darurat
Bencana

10.880.000,00

10.880.000,00

100,00

Kegiatan Penataan
Sistem

Dasar
Penanggulangan
Bencana

Sub Kegiatan
Koordinasi
penanganan Pasca
bencana
Kabupaten /Kota

3.981.485.160,00

3.965.220.690,00

99,59

Realisasi Anggaran

7.621.486.862,70

7.529.320.073,00

98,79

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya
dalam

Penanggulangan Bencana, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar

mencapai

sasaran

Meningkatnya

Kualitas

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan

100% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98,79%.
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C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Badan penanggulangan Bencana daerah

Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan

keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 18 Realisasi kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja Anggaran
No. Sasaran . .
Kinerja Target [Realisasi % Target Realisasi %
1| Meningkatnya Nilai Evaluasi 78 69,35 [88,91| 4.446.768.939,30 | 4.179.759.937,00 | 94,00
akuntabilitas Implementasi
kinerja SAKIP
perangkat Perangkat
daerah Daerah
2| Meningkatnya Persentase 16,9 16,9 100 | 3.555.619.584,80 3.492.811.000 | 98,23.
Kualitas Pemerintah
Layanan Desa/Kelurahan
Penanggulangan | yang
Bencana mengadopsi dan
menerapkan
Desa/Keluraha
Tangguh
Bencana
Persentase jiwa 100 100 100 84.382.117,90 71.288.383 | 84,48
Terdampak
bencana yang
terselamatkan
Rata - rata 100 100 100 3.981.485.160 3.965.220.690 | 99,59
kenaikan indeks
pemulihan
Pascabencana

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2024

Berdasarkan data yang disajikan :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah mencapai nilai 69,35,
dengan pencapaian 88,91% dari target kinerja yang telah ditetapkan.
Efisiensi anggaran tercatat baik, dengan realisasi 94% dari target
anggaran. Meskipun ada kekurangan dalam pencapaian kinerja, efisiensi
anggaran menunjukkan penggunaan yang optimal.

Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana

baik,

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Jiwa Terdampak yang Terselamatkan,

Menunjukkan pencapaian yang sangat dengan indikator
dan Indeks Pemulihan Pascabencana masing-masing mencapai 100%.
Meski realisasi anggaran pada beberapa indikator sedikit lebih rendah dari
target yang ditetapkan namun Efisiensi anggaran untuk hampir mencapai

target, dengan realisasi anggaran sekitar 84% hingga 99%.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan
pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar untuk tahun
2024 yaitu Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan
Bencana dengan kategori sangat tinggi, Sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan kategori tinggi. Namun
begitu masih diperlukan wupaya perbaikan/penyempurnaan sehingga
pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.
Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang
dihadapi antara lain:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Masih kurangnya tenaga yang terampil dan berkompeten, sehingga
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.
2. Kurangnya Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif
Sistem pengawasan dan evaluasi yang belum terintegrasi atau berjalan
efektif dapat menghambat proses pemantauan capaian kinerja dan
pelaksanaan program. Sulit mendeteksi masalah sejak dini,
keterlambatan dalam pengambilan keputusan korektif, dan kurangnya

akuntabilitas.

B. Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan
beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:
1. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan
Dengan mengikutsertakan sumber daya yang ada dalam pelatihan secara
rutin agar dapat menguasai prosedur baru dan memahami regulasi yang
berubah. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga
keterampilan manajerial dan pengelolaan beban kerja. Dengan
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada, perangkat
daerah dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya
pemahaman atau keterampilan, yang dapat meningkatkan kinerja dan

efisiensi.
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2. Penerapan Sistem Evaluasi dan Umpan Balik yang Berkelanjutan
Melaksanakan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dan
berkelanjutan dengan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Proses
evaluasi yang bersifat objektif dan berbasis data oleh semua pihak
terkait. Dengan adanya evaluasi yang tepat waktu dapat memberikan
gambaran jelas tentang capaian dan masalah yang perlu diperbaiki,
memungkinkan perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah

korektif untuk menjadi lebih baik.

C. Tindak Lanjut
Langkah-langkah sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka
meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Mengikutsertakan dalam pelatihan rutin baik di bidang teknis maupun
manajerial, guna meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada dalam
menghadapi perubahan regulasi dan prosedur baru.
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Melaksanakan sistem evaluasi yang jelas dan terjadwal untuk

memberikan umpan balik terhadap kinerja perangkat daerah.

39



LAMPIRAN - LAMPIRAN

40



wAUUBUZIIOG e puojsnixdo Buus yuiswp| UPEULR |

uep yufed| S UTRIVPUSY requupomed uesn
uwrBLNqIp Uep | UBUjZLRg UUp Yuled uesnum Buvfunuag|
wwadic Bues ‘vnyRewad Suvfunusd quiseq
weBunde] nme| wAwg yusIep AN Buereg
o seulq ¥y Buereq UERIBRmOd
uve.mpuaN qUEme|  usup BAURIpISIAL| 141116 SSWUIRIA] viupmuadiay| 2 1°1°1¢°C
Aeq o
ueerpesi( Bues’ ueBuap BuTyIoq westun
wAuuper] uwunSues wauue] uep JUpuns Buwfunuog
e Jojuey ueimBueg twe) fonsas vuwwsed yaweq
Bunpep vuvrvswLy souey Sunpep uBp BUBIVS AW Suereg
uwp vunIEg wuuEsRIg UED)
N qEEm| eunng DAUEPISIRL 19T TS i w9 rTIIeT
UBHEIPISIA
Buey sojuey
W UPUeAB[d oy

vun uvEPasuad| W) UVURAUO
wnzodv] qupump|  vsup viuwposIaL| €¢I 1 1¢T

UUAUIPISIC
Bues ey
redwjBustad oyuey|
up UTURIaG uedwyBuapiod
VRV UUBIPISUA UUP UMBEIS]
umiodw] qupmmp|  vsup viwwposiaL| 2SS
UREPOSI yuRq quizeq
Bues qnsy vep UEYRUHRWA] UPRIULIOMA |
IV AR RquUmg Ay uep uwsinug e
weyRmmoy | Ay vieq LquUMg
wsup > wsu uedromooy | BSU TwEpaARg
uwodw] yupume|  vsue BAUEPISIOL| TCT T 1CT ssmussiad|  wiupmuadaay| €1 1°1°¢T
adis adis

WwEMSuoy uBp)| $TMMSUOY uep|
suuppiooy 1wdeyy|  suurprooy 1nduy

umsodw] yopumy| R R R R e
unupasi Suey

uep
un{ere) Buwrey uvp Ue{wIe)

1ougd yupump| Sunteg viwepessay| v'vTTeT

Jogurey
Aneidor] uwyeg) Jouwy ANSBoT
1ud YU UEYUg BAUEIPISIALl €T T TCT

uBNEPISI(

Buws 1oy sy
wedwyBusiiag weduyBuopiag
uBp UweIad TP wHIBLRIS
12qud yepum piwEIpOsIAL| THITTET
umEpasi(l Suey| umoumpid
Jouy sonrey wmum
ueuniatog uBIRISUAg sunsfupmps queq
/ansrr Ixmsrn wetre ey [TmfBumiag umumn
1supeIst| M| isupesul 2
19U qupun | wiuwipastal| 1Y ITTET wnuossod|  waupmuasdiog| prr1eT
adys adis
UveTesYeIod UBEURSYVIO]
uwp uep

URUMOC] e eAuvUeSYBLAL,| €°71°1°1°S°T)

adys weBuenay 1| ddys veBuenay |
[FEUHIA/ /

uvp uwp {
uLunB{oq] YT wiuuvsyELaL| 2T ST
U
uwBuunoy wBuBiag
N§V uvBusfuny, >
uep jfep wanIousH [NV tuBusfimy, tep|
(Bues Suwio yuump|  1fep viwepesiaLl TS ssvuosiad | wiwwuwe ULl 7°1°1°1°6T
quaavQ WnBuIaG | quIde( Bueag
wouTy WenAR|  vERUTY [EEnUAY
uniode] gopump| vAtueeELRL| ZTTTTCT
nopas Juda)
uwefiap Bues nppes 1day

wfsoupy wvpedeo|  wwefp Suny
tnrodurod | wfzaupy tepedeo

uvp uwpepueBuasd | uerodurod uep) yesou( BUBOUSE UL (i
quioR( WexBUerad " ) rIon(] ToBuuId dupeyioy, duperay, 1
uae(] 1eBuBIag USVLTEOUAID] ‘uevuEouAIRg|  ‘vrndBSuvBuod et ] uBtEAY] JexBuniag dINVS. wlraupy weymBumay wmBumay et Buw Suwny v, |
uwvmeoueIeg TR usmmROq TeemBedoy wup woesviod ywionq smysudiy ey wwyjsuduy upsynday | VP MDIIERIU] Tores]
SfeaY ustmoq yepmm wanmsnsioy| 1UT1°1°¢'7| wompg Pequewy 3 UUT1°¢Z|  spwesyeg suULsIA wAudromasaL| 1°1°1°¢°T wpedoy jsonfeag IN|  esnwBupuan| 11T wredoy |seipeeduy exopuf| UWRWBUION | 1°¢'7|  gesswq epedey |  oxjsoy wxIpu]| UwpUBULLK jc'7 quienq wpudeyp sppul|  snpmy uopeBuuaK
(wsywqup I (mwyeqep (weyequp (woyuqup i
" - i (vwyequp (weyuqup wproup)
wpoup) 038y 1pUT wos01g “ Y — Jo3eqpul sos0Lg wxoupy) 03w pu] sovolg ouyy) 1o3exTpal sovorg H-qi_ 103931puL wowoIg wproupy) # 103wRipul wosoxg oy 203eq7puL wosoxg
wesni) qug vfreuny uweniq sfreury qusouq sBereng qng vfoupy quieng s¥ojeng vfRup

AVLITE NELVIOEVH
HVINVA VNVONIE NVONVINDDNVNEL NVAVE
VLUEANTH NOHOJd



wueousg
UBqI0N SETOAY
wep UeBmTR AU wreouog
AperBo] EnqEsial  weqIoy [FETBAY
umpreduvpusyy| Uep UMBmERAUS]
Buws vtreouag AnsBo
wequoy yepmmp|  wausnqmspuey| e 1T

uvary Buws

Jedmay, 9 VUeIUoH

wuwuSg 1SU0] e
uBpE(N SUOP|  VUBOUSE WBQIOY
194 [SUTOBASLQ BTN

uwp ‘Buojoiy(l| umdnww ‘Buojoudpy
a

ewyaog Sues| raun wledpn
ueqIoy yeum | WAUNUREBLIALD €07 £0 €0 1

wdo) ffey
wwaoder] usmMOQ
TSUH UeeeepIoq | wup pz X | weme]

e pzX| ey Buid vueDUSg UBOU UBGION
Bupeq uedwiaiig JemIv( SMINE wueOUsq UBTPUfN TSETH{UAD LIBP
Buvs gadys|  uvdmausd ymun sudurop pep| wrwousy weqioy umeEsuad
wep BuBOUSg| (MY uvuEBUBUR UDIVV[RI TSETBAY Lep| et ey UONETIURII
Jemuau( eMmg|  Bueousg JRnue( Bues UTemERAUS] AReBoT wep yajorxdmam, Buws wuvouaq
undwmouad Mg Tede) uodsay uwqoy yuumf]| uuueAvRd TeyeinIepey Suvd wivdou wtresuad syudurepay,
uLTEm{O(] YeIm | wAwvUesYELIAL| 1°1'7°21CT WSVUARIS sAnuYBUUSK | 1°7°7°1°¢'7| Buepig wredey |UBIUM I5BIURIO] e veday| el osmuostag
wiuEBBun | wuwousq depuysa
dmoy uvswaey uwsBuisdersay
1p vpu Buex wrurosid
BuEOULq virerws y
squaf uwBuop ueBunmp|

reneos [u89] uep; L8 (U uwp)
\ve B vtesvag | ee Buus vwueswod
Jwumppey uvduep| wmMpER wuBusp
(sdoepsnd) ewsodo| (sdopupsnd) jseado

Josnd et dey wsnd ueuele
untodvy yupmn BAUBPISIAL| HTTTTCT

wuwoux| [welpm wmoy /unudngey
uep ueuBoousd WUEOUGq e

nrogBusu Suws| 1p tmuat sedmorax

wmoy /uapdngey ANEVTLIN
wtreatioq wruSou whom
UBMEL TUSBAEY spaum jseBpiN
1p uwuas yodmofexy uep veyquBaouDg
ANsUULIY) wruBou ueyRERg
v qupump wiUBUESOLAL| £ TTTCT
wAuTuBBup
Juduwa) wewemey 1p)
BumoUaq oy 2
spuaf uvBuop|  wuwousq depuyia
fensos sEBIIad umuBursduisax
undnwu wBroneN ymum seBmad.
‘uruBoN whrem | uwp varunpox |

npjarpul 18uq| npiapu Boq (adv)
HIQ ueemEpAuag | Epp teBumpugrsed
uweRIag yepump 10T BAUBIPISIAL| TTTTTET

oy /uaredngeyy uwuBersduieay wireousq
SBAVNE TR uup uwyuBsousd dupoipan
BUEURE -uosu.swy wped urwtru ey wuvousg uveBuisduieay
uweBuieduieay] uep| uvuBeredesoy uwp| umpedepuat dupeyiay, uep weyusoousd
trequBoouay werep| teyuBsousd yruum Buws (BBup|  uvsBesdersoyn uBtusYy
" N | uesemey > oxisH uesummy| wep uwyeBoouag yaposadmam
mopwyBuniq Suey| umBnBuad 1P uwyEmSY UBUBAR[d Buus wrwBou.
uresusvy upmm ) wiuvUeSELRL| 1°7'1°21°¢°Z| Jus3p asmussIag waneyBuiuow| 7°1°2°1'9 UBIuM 25mIU8Ia]
unyw (mwes) |
wues
o) ueseAmy [P Jedma) uvsvAEY
‘wpu Buul vwreousq p vpe Bues|
uvwwouw s[ua{| vuesusq tretuEoLEe |
N89S [SBMPo| squaf fenses
ep vueousq
‘|SE{UNWoX squaf Jod!
uwmua
yojoradwom Bues|  ymsumun wwdou vueousq wuwousg n#Bu,,
woy /uarednqey | v Beq viousq | WA [SBULIOpUY vueousq) uwgmpy /vsaq
wuRoUaq UEUoq [tuaves (FR) [SWMPO. oY/ eI SOy umydutauom |
DB VST wwp jsvaLioju; | Bues BuvousE [ —— wwreep wuwouIg wep sdopuBuom | wuwouq|
P U uwumay /esop | remwy [semLIof] wep ' Bues 3
FNsvULD) wruBou ‘[sUs|[UIs0s yepmmp LTIV E Y wegeBeoued Suvs vrvBou | uwuule] swieny wuesyE[ad | /esaq ymupamag | teune swieny|
vBaua yojum| wiuvUESELALl 1'1'1°T1°CT osmuIstad | vAnwBuiuoW| 1°1°7'1°¢'7| Buwpyg wedey [vBrvm dsmussiag|  eAmeBULN| 1210 vpuday osmudetad | winwBuRION| 7107
wATUT] USRI
wroypedi(q Buws uup umvneRad |
VAUUTY] USIW U, UERIVYTOWI
v 134 qepump| LTS
(we3uqup (ws3uqup {weguqup
s03eppuL woso1g -v._q.._wa_d-q_av-& s03wqipur sos01g nw_“lr.. soywqipur wosoig wfroupy) s03wipur sosorg uw_.u..-ﬂ. om— )] -v-._nﬂa_.ﬂw S— A .nd-.ﬂ.“ﬂ...ﬂ A

TeeHe [0 / 9T e e R PIGU3L/91:930:%98) [SARAVL/ o1 ofrours PIqUi /$1v30:198) (BARYUL/ PHOJOTIN B30T Tesni0 qug sfEount eenin sfieunt qeionq siflegniig qng vhiouny qeaveq sfeqng sfRun




wmoy /unednqey |
utmousquosed
usuvBuvuad areep
Yuszep wyBuersd /
wnuy uniodvd
VP [WETVAD
‘uvnnusmad
“uvetmsyvid,
m

suus| acy
woy /umednqey AU
(a2 wreousquost | wewpuad Joquns
ISYNNUONSY uep ggdy uou
uup [SMITAUURN | ‘GEdY TIpIRIaX
wuwouLy |  UBp BAUP 1oquMs.
onsos

J0PeR UNMIS “revtreouatad dOS Tensas wueousy
1P wresuSquosTd duye wped 1
tnupBax|  usswp wyBueicd Buvs vueousq Toveq wp. usumYop| wunmad.
swmup weBuemBBuvuad | maNs|g remBLag. ISRNIqeYeN uupesofasusd VUERURg |  SYIpU] tmTEUY
upump| esuvuBeELRL| UIETTST osmussiag| wAmwuweEpaL| 1'€°7°1°¢'Z| Bwepig wredey IRVIUIRIA] €10 wreday vl - nwny
wmoy /unednqey
oy /umndnuey yorBuy,
WEOUDE 1RITLIe( VUBOUDE IBITLIRC
‘uvueBuBuag uwtreSuuuag
opuwmoy opuwoy

wansig [SUAIY|  uwsesuuBioBuag
uveuvsNUad|  wrep umweBusg
uwiodvy qupmmp|  wiuwuveyepaL| b1TTIST

= rereqe, [avyequr (osguqup

[ ] [ _ < - ) - (woyeque (woeque spount) | o yinay
wpoup) soyeqipur nosoxg s03enipul sososg vfroupy) soyexipur woso1g vpoury) soyeTpUL wovorg wfroupy soymyipur sosorg ) soso1g pe-don

Burpee vheuni) Fujpeet Fuppeor Fuppuer Fuppuot vpoury) Fuipeet

ng) (euojseiedo wj30uDy PIqu3t/o17530.0098) [SARAVL/ P14 o PIqU3 /5159302398] (WARTSL/[P139) oI TenIL qg sfeuny weaniq sfouny quionq sfejeng qng whount esonq effeeng VUL
a/reso)




eAuueuziiag ueye|pasiq uexejpasiq
s uep Xefed uexsedeqip uexelpasiq SueA Jojuey| BueA sy uep adys exelpasig Bu uexe|pasig uexe|pasiq BueA
eseyiadiq uep eleyljedig uexye|pasiq Sued eduuje] BueA Jojuey uedeyBuajiag ueepuefuad ueye|pasiq SueA Jojuey Jojuey 8 adis 'l NSV
bilvspCiap) BueA eAuujey AueA ueBuede) ueunSueg nejesojuey §f wnwn uep 4 it 1edey uep Bueh J01uey dey i { zl d/AHIS1T d uep (feg
ujsay uep neje [euolselado seulq Bunpan euesesesd esef pai esef [ j | jueesedBuajahuag flueseran Bueseg fyisio ueyeglj vep | %l vep iseuipiooy ewauay Suek
ueje(esad yejwnrjl  ueesepuay yejwng uep eueJes Jun yejwny ) uesodetyejunr Jj uesodel yejuing uetode) yejwinr ff 39xed yepwnr ff 1xed yejwor f§ 39xed yejwny 194ed yejwng — \ uawnyoq yejwng Sues yejwns JSIRSIC0;
i neje (euojsesado
seu|q ueeiepua)y Jojuey ueunsueg Qadis uesuenay
umeon gns ueujzpiag uep eAuuiey Jouey 3141 uep adis ueepuedBuad Jojuey ueBuesauad 1seNypan/
eAuute] usa Aefed ‘Ueeseylpuiad ueun8ueg neje Jojuey Jojuey uedeydusjaiad fuv eAeq saquing i seyjnsuoy uep uep Jojuey uedexBuajiag /s QdXS IsueunYY uefnBuag NSV
uep ueje|elad eAejg ‘ueesey|awad Bunpap eueseselq wnwn uep y A ) 1edey | fuexeya) Sueseg fbysiSo veyeg i uep |edad | dwo)| yead uep ueey d
ueeJjey|s esef uee|paAuad uep eueles ueep y esef uee|p d ese[ uee|pak esef P j | JueeseBBuajphuag pakuad Auad p '] — UED |SBU|PIOOY ueeuesye[ad —

T Fioy Jusiedngey ye.

s

jaeg ueymuauIad uesnif) Suefunuad weiBole

vivdnae (vussnay)
9]
Qd uenny Jo3ex|pul Yesdeq .zi_-..a-aa_ pu ol
ad uenfny EIE] qen ..-»E e /L -!.!.ﬂwe-_-n yesoeq seyjsedey -»Suﬁ:_soi
HV¥ava I
VivddiNd
:-:...“.s.h“__!: () u) ueuede) day syapuy yeseeq _
AWrdYy :-:-m._. ueSunyBup) uesemesmsag Sued Sueny eze) uep inpnisesjuj ueueAe -Eu:x uepe)Sujudy i efaaun
Nv.Lvavr NVLVIOD
VaNDi 13A31

HVLITE NILVYdNEWI
HVY3va YNVYON3IE NVONVNOONVNId Nvave
(1 DNIQVISYD ) NVLVEVF VININD NVA NVVYNVYINI¥Id NINOJINON YAVdIN VIYINII NOHOd NVHYINZMdaL



100 T 106661 81S0€E
Epn ewe)
‘IS'IN LS

AV.LITd

agd AV

Lvdn

I.d

diq o g
ALTaad

41 id

ueyejay gns 103exipul

ueyeiBa) qng

eueduag

uexjjeda)ip SueA ejoy/uaredngey (dey) jeinseq ueuedueusq
BUBIUAGEDSE [SYNIIUONDY Uep |seljiqeyay OpUBLIOY Wa3sIS

eURIUAY UeNIBSEP.Iaq [BNSAS JOP|as enwias Ip [l IseAlD|y ueeuesye|ad
euesuaqessed ueje|day uelesajaAuad yejunp uelode yejung

eueduag
jeinJeq ueueSueuad
ejoy/uaednge)y opuewoy
euedsuagedsed ueueSueuad |seu|plooy WIISIS ISEAIY

unyes (n3es)
eAujes8un eAujedsup T eweas eAujedBup edway
jeda) jedway ueseme) |p epe eueauaq |sediu Jedusa) ueseme uesemey| |p epe SueA eueduaq
euesuag Iley uesodey uawnyoq SueA euesuaq ueweoue uep ueyeBaouad |p BUBDURQ UBWEIUR uewedue siuaf |ensas |sexynpa
ueqgJoy Isenyens euedusg |IseH ueyleseplaq sjuaf ueduap lenses [eBa; @ ueypeped nnyiuaw M sjuaf ueBuap ensas uep |Seuliojuj ‘jseyjunwoy
uep ue Auad pefay wer zxT ewe Suled uep yes BueA ueuedejod M BueA ejoy/usiedngey sefnjad undnew euesuag ueede|sde|say) ‘sesy|ejsos yajosadwaw
1151807 IsnquIsiq sjuar Jad [senjeaaiq @l ueydelayq BueA gadys Jewinpiey ueduap BUBIUI] UBMEL ‘e8ien|ay| ‘eredanN uep ueyegaduag SueA ejoy/usiednqe)
uexiedepuaiy uep ‘Buojoyiq uep eueduag jelnieq (sdojepsnd) |sead | Ip ueuas edlep npiaipu] 18eq wejep eAuseysedey BUBDUQ BUBIUDG UBME] jeuosiesado
BueA eueouag ‘uelnwialQ jiseysag smaeis ued: d ||lepuaBuad Jesnd jodwojey ynseursal 110 uejewe|aAuad uexyieysupia uesemey [p uejuas yodwojay ef1aupy
ueqJoy yejunf BueA uequoy yepuny NS UawN}oQ yejwng ueueAe| uesode| yejwnr M eieSau eSiem yepuny ueje|esod yejwunr BueA uesemey yejwny JI ynsews) esedau e8iem yejwny

ejoy/usjedngey ejoy/usiednge)y ejoy/uajednqey ej0/usjedngey
eueauag eueausg eueouag depeyta] eueouag depeysa) ueeSejsdejsay (eueouag veweduy s|uar Jad)
ueqJoy |senyea3 UeQqJO) [SeN)eA] ejoy/uazednqgey ueefe|sdejsay Id 230/ dngey (sdejsay uep ueyes d 230)/ dnqey g uemey|
uep uejewe(dAuad uep ueBuojouad eueouag eueles ueejpaiuad eueduag jsediiA uep @ uep ueBunpujped }NIun uesemey (313) 1se3np3 uep |sewiop|
51807 ueepauad ‘uejiesuad jeinueq jeda) uodsay | | uep (sesad uejjepuaduagd i ueyedaduad ueypead |SEY|UNLUOY ‘Ises|[e|sos

VIVdDI id —

(VHISN3Y)
ad uenfny Joieyipuj

yesae( seysedey syapu)

_ Eze_. Qd uenfny

HYH3Va —I

IrdY uenfn Jojexipu|

uefuenddueuad wejeqg yesaeq seysedey eAuieyduiuaw

(1) anpjnaysesyu) veuedet uesendayl HHapu|

d
VIvdDi ) _—\O

QIIrdy uenfny

ueBunydup] uesememiag SueA Sueny eje) uep snpnaselju) ueuedey seyjeny ueyieySujuaiy

_\u_usgm efsaup

NV.LVEYl
VRHINDI

dV.LI1g N3LVdNawi
HvY¥3va YNVIN3IE NVONVNOONVNId Nvave

NVLVIDIN 13AIT

(11 ONIQYISYD ) NV.LVAVT VIYINII NV NVYNVINIYId NINOdINOM YAVdIN VIYINII NOHOd NVHVIANIMYIL



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : IVONG BERTTYANTO, S.T., M.Si.
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RINI SYARIFAH
Jabatan : Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Januari 2024

k Kedua,
AT BLITAR
\




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 (2) (3) (@)
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Evaluasi 78
Kinerja Perangkat Daerah Implementasi SAKIP
Perangkat Daerah
2 | Meningkatnya Kualitas Persentase Desa/ 16,9 %
Layanan Penanggulangan Kelurahan yang
Bencana mengadopsi dan
menerapkan Desa/
Kelurahan Tangguh
Bencana
Persentase jiwa terdampak | 100 %
bencana yang
terselamatkan
Rata - rata kenaikan 100 %
indeks pemulihan
pascabencana
No Program Anggaran Keterangan
1  Program Penunjang Urusan Rp. 3,925,935,675.00 APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2  Program Penanggulangan Rp. 7,847,696,635.00

Bencana

JUMLAH Rp. 11,773,632,310.00

Blitar, 31 Januari 2024

"‘" . e
Demabina Pingkat I
HE 19730518 199901 1 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : IVONG BERTTYANTO, S.T., M.Si.
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUMADI
Jabatan : Pjs. Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami. .

Blitar, 31 Oktober 2024

TO, S.T., M.Si.

3 biad Utama Muda
0518 199901 1 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
1) (2) 3) 4)
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Evaluasi 78
Kinerja Perangkat Daerah Implementasi SAKIP
Perangkat Daerah
2 | Meningkatnya Kualitas Persentase Desa/ 16,9 %
Layanan Penanggulangan Kelurahan yang
Bencana mengadopsi dan
menerapkan Desa/
Kelurahan Tangguh
Bencana
Persentase jiwa terdampak | 100 %
bencana yang
terselamatkan
Rata - rata kenaikan 100 %
indeks pemulihan
pascabencana
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Rp. 4.446.768.939.30 APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Program Penanggulangan Rp. 7.621.486.862.70 APBD dan
Bencana APBN
JUMLAH Rp. 12.068.255.802.00

Blitar, 31 Oktober 2024

N TVPe
TONIP. 19736518 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jin. Bromo No. 03 Babadan WIlingi Blitar Telp. (0342) 692819
email: bpbd.blitarkab@yahoo.co.id / website : bpbd.blitarkab.go.id

KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : T/180.06/12.1/409.8.1/KPTS/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024-2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Blitar;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tenta.ng Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
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Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Blitar;

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2016;

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penaggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHTAHUN 2024-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Penaggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blitar, dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
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Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam
bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

bencana Daerah Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal . 21 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

IVONG BERTTYANTO, ST, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 197305181999011001
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : T/180.06/12.1/409.8.1/KPTS /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2024-2026

NO. TUJUAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN SUMBER | PENANGGUNG
DAN KINERJA (FORMULASI DATA JAWAB
SASARAN UTAMA PERHITUNGAN)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. | Meningkatnya | Indeks Kapasitas | Instrumen untuk mengukur Tools IKD 71 BPBD BPBD
Kapasitas Daerah kapasitas daerah dengan indikator yang
Daerah asumsi bahwa ancaman terbagi dalam 7
Dalam bencana dan kerentanan di prioritas
Penanggulang daerah tersebut tetap.

an Bencana
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NO. TUJUAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN SUMBER | PENANGGUNG
DAN KINERJA (FORMULASI DATA JAWAB
SASARAN UTAMA PERHITUNGAN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2. | Meningkatnya | Nilai Evaluasi Ukuran kinerja yang Komponen BPBD Sekretariat
Akuntabilitas | Implementasi mencerminkan tingkat Penilaian
Kinerja SAKIP Perangkat | efektivitas dan efisiensi meliputi
Perangkat Daerah penerapan sistem akuntabilitas | Perencanaan
Daerah kinerja di setiap perangkat Kinerja;
daerah dalam lingkup Pengukuran
pemerintahan. Evaluasi ini Kinerja;

dilakukan untuk menilai sejauh
mana perangkat daerah
melaksanakan prinsip-prinsip
SAKIP dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengukuran,
pelaporan, dan evaluasi kinerja
sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja
dan Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja Internal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




- 3-

NO. TUJUAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL PENJELASAN SUMBER | PENANGGUNG
DAN KINERJA (FORMULASI DATA JAWAB
SASARAN UTAMA PERHITUNGAN)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3. | Meningkatnya | Persentase ukuran proporsi dari total (Jumlah Destana BPBD Bidang
Kualitas Desa/Kelurahan | Desa/kelurahan yang telah yang terbentuk) / Pencegahan dan
Layanan yang Mengadopsi | secara resmi (Jumlah seluruh Kesiapsiagaan
Penanggulang | dan Menerapkan | mengimplementasikan program | desa di kawasan
an Bencana desa/Kelurahan | tangguh bencana (Destana), rawan bencana) x

Tangguh Bencana | sesuai dengan kriteria yang (100%)

ditetapkan oleh pemerintah atau

badan terkait. Program ini

mencakup kesiapsiagaan,

mitigasi, penanggulangan, serta

pemulihan bencana dengan

melibatkan masyarakat setempat

dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi.
Persentase Jiwa ukuran proporsi dari total jiwa (Jumlah jiwa Bidang
Terdampak yang terdampak oleh bencana yang Kedaruratan dan
Bencana yang yang berhasil diselamatkan dari | terselamatkan) / Logistik
terselamatkan situasi bahaya selama fase (Jumlah jiwa

tanggap darurat melalui
tindakan evakuasi,
penyelamatan, pertolongan
medis, atau perlindungan yang
diberikan selama bencana.

terdampak
bencana) x
(100%)
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NO.

TUJUAN
DAN
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL

PENJELASAN
(FORMULASI
PERHITUNGAN)

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rata-rata
Kenaikan indeks
pemulihan Pasca
bencana

Penyelesaian/Penanganan
kegiatan nonfisik pendukung
pemulihan pascabencana.

(jumlah kegiatan
nonfisik
pendukung
pemulihan
pascabencana
yang
terlaksana/jumla
h kegiatan
nonfisik
pendukung
pemulihan
pascabencana
yang
direncanakan) x
100%

Bidang
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

Ditetapkan di
pada tanggal

Blitar

21 Mei 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN

IVONG BERTTYANTO, ST,MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 197305181999011001
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